GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN QUBERNUR SULAWESI] SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORCGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEENIE SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIEAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWES! SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pesal 8 ayat (14)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawes: Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
make dalam rangka pelaksansan tugas teknis operasional dan
teknis penuniang tertentu pada Dinas Pendidikan Provins
Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Sekolah Menengah Atas Neger;

bahwa sehubungan meaksud dalam huruf a, periu menetapkan

- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri
Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Repuhlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

; tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4301);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatwur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 54594,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahunm 2015 tentang
Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Trhun 2014 tentang Administrasi

Pemerinteahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomeor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

[ndonesia Nomor 5601):
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f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105};

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tehun 2016 tentang Peranghkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonegia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5B87);

B. Persturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor
10, Tambshan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGER!
FADA DINAS PENDIDIKAN PROVINS] SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ind, yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Provina Sulawes: Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanasn urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Cubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawes: Selatan,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinai Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah
Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

0. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan,

11,
1.

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dan tugas.
Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok yang dilakuksn pemegang jabatan.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUEAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Neger.
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UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), madng—ng.ndna tersebut pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
{ni,

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2], masing-masing dipimpin oleh Kepala
UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugeas tambahan.

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah
vang mewilayahi masing-masing UFT.

BAE III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi UPT terdiri dar:
a. Kepala UPT Sekolah;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

¢. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlmn dari Peraturan
Cubernur ini.

EBAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Dan Uralsn Tuges Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negeri.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyal fungsi:
A. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah

Atas Negeri,
b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Neger

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksansan pengelolaan Sekolah

Menengah Atas Negeri,
d. pelaksanaan administrasi UPT, dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliput

4, menyusun rencans kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanasn
Tugas;

b, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;



(1)
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memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan UPT untuk ?m:ngetahui perkembangan pelaksanaan tugas,
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UFT;
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negen;
mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan
Sekolah Menengah Atas Negeri;
mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan
kerjasama dan peran serta masyarakat;
mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanasn
administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi
den proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasiioan dan menata administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;

o. mengpordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
p- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait

dan masyarakat;

mengoordinasiken dan mengatur pelaksansan kegiatan dan bimbingan di
luar jam sekolah;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
menilal kinerja pegawal Aparatur Sipil Negara sesuail ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepale UPT dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan sssuai
dengan bidang tupgasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Urnian Tugas Kepala Bubbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan
teknis dan administresi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian,
dan keuangan dalam lingkungan UPT.
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menyusun rencana kegatan Subbagian Tate Usaha schagni pedoman dalam
pelilagnann tmgas;
mendiszribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugks;

memantal, mengawasi dan mengevaluas pelahsanaan tugas dalam
lingkungen Subbagian Tata Usaha untuk mengetehui periembangan
pelaicsanoan fugss;

MenRyUSUs rAncAngan, mengoreksi, memural dan/atau menandetangard
naskah dinas;

mengikut rapat-rapal sesuai dengnn badang tugasnva,

mefalukan koordinas  pelaksanoan  kegistan dolem  lingkungan UPT
sehingga terwujud koordinesl, sinkronisasi dan integrasi  pelalosenasn

keglatn,

mengoordinasikan dan melakukan pengolshan dan penyajien dats dan
i fioremesi;

mengnordinasikan dan melalukan pelayanan administras umam;
mengoasdinasikan dan melnluksn pelayanan kepegawaian dan hukum;
mengoordmasikan dan melakukan pelayanan administrust kevangan;
mengoardinasikan dan melskukan pelavanan ketatausahaan;

. mengpordinasikan dan melakukan admunistrasi pelavanan organisaal dan

tmtalakaann:
mengoard inasikan dan melakulkan pelaksanaan urusan kerumhahianggean;

mengoardinasikan dan melaktkan kegiatan kehumasan;

melakukan koordines! dan konsultasi dengen Jembaga pesieriniah dan
lembage nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksansan tugas dan

menilai kinega pegawai Aparatur Sipil Negarn sesuai ketenfuan peraturan
perundang-undangan;

menyUsun [aporan hasll pelakpanaon tugns Kepala Subbaginn Tats Usaha
dan memberikan saran pertimbangan kepads ataaan sebagai bahan
pRrumLaEn kebljakan, dan

melakukin tugas Kedinasan in yang diperintahkan atasan sesusi dengan
bidang tugrsmya.

BAB VvV
JABATAN FURGSIONAL

Paaal &

Jabatan Fungsional sehagaimana dimaleud delam Pasal 3 ayat (1) huref
sdalah jabatan fungmional yang telah ditetapkan berdasarken ketentuan
pernfuran perundang-undangan.

Fengangkatan Jabatan Pungsional pads UPT dilaksanakan berdasarkan hesdl
eralis(s kebutuhan dan formansl, serta sesunl ketentuan peraturen perundang-

undangan.
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BAB VI
. TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabar Fungsional dan seluruh
personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketenfuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi,
kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi,
serta efelrivitas dan efisiensi,

Pasal 8

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arshan pimpinan, Sseria
menvampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat
waktu kepada atasan masing-masing.

Setiap laporan vang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan
dipunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis UPT.

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya,

melakukan pengawasan, pemsntauan, pengendalian, dan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan,

Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah /swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanasn rupas dan fungsi UPT,

BAEB VII
PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungaionsal
di lingkumgan UPT, dilaksanokan oleh pejabar yang berwenang berdasarian

ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAB VIII
EETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

|1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengejar serta untuk

mendukung kegiatan kepegawsian HKepala UFT dapat memh:?tuk satuan
tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam

UPT dengan Keputusan Kepala UPT.
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[2] Pembentuksn satuan fugas/ unit kerjn, kepengurusan, pengelods, dan/atau
nema leinnya dalam UPT sehagaimana dimaksud pads ayat 1], dilaporkan
kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X
EETENTUAN PENTUTUP

Pasal 11

Pernturan Gubermmur ind mulei berinku pada thngpsl diundangknr.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan F'H'-lltlmn
Gubernur ini dengan penempatannys dalam Berita Deerah Provinal Sulmwesd
Bl by,
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\ DAERAH PROVINSI SULAWESI BELATAN TAHUN 2017 ROMOR 3%



LAMPIRAN [1 : PERATURAN GUBERNUR SULAWES! SELATAN
NOMOR 198 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 JANUAR] 2017
TENTANG - OHGANISASI DAN TATA KERJA UNTT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVING] SULAWES! SELATAN
DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAHEANA TERNIS SEHOLAH MENENGAR
ATAE NEGERT PADA DINAS PENDIDIMAN
PROVINSI SULAWES! SELATAN
KAMA SATUAN PENDIDIKAN
N0 HAB/KOTA LAMA TARL

1

#

LT, Wil Bantaerg

EMA NEGERI 1 BANTAENG

EMAN 1 BANTAENG

2 |UPT. WiL Bantaerg SMA NEGERI 1 BISSAPU SMAN 2 BANTAENG
3 |UFT. Wil, Bantaeryg SMA NEGER! 1 TOMPOELUILLU SMAN 3 HANTAENG
4 |UPT. Wil Bantasng SMA NEGERI 2 BANTAENG SMAN 4 BANTAENG
5 |UPT. WiL Bantaeng SMA NEGERI | EREMERASA SMAN 5 BANTAENG
& |UPFT. Wil Bantaerg SMA NEGERE | ULU ERE SMAN & BANTAENG
7 |UFT. Wil Barmu SMAN 1 HARRU SMAN 1 BARRU
B |UFT. Wil Barru SMAN 1 SOPPENG RIALA SMMAN 2 BARRL
5 JUPFT. WiL Barru SMAN 1 TANETE RILaR SHAN 3 BARRU
I0 [UPFT. Wil Barru SWAN | MALLUSETASI SMAN & BAREL
11 [UPT. Wil, Rarru SMAN 1 TANETE RLAJA SMAN 5 BARRU
12 JUPT. Wil Barru SMAN 2 BARRU SMAN & BARRU
I3 |UPT. Wil. Bane SMAN 1 WATAMPONE SMAN | BONE
14 |UPT. Wil Bone SMAN L MARE SMAN 2 BONE
15 JUPT. Wil. Bone SMAN 2 WATAMPONE SMAN 3 HONE
16 |[UPT Wil. Bane SMAN 1 AJANGALE SMAN 4 BONE
17 |UPT. Wil, Bone SMAN I LAPPARIAJA SMAN 5 BONE
18 (UPT. Wil Bone IMAN 1 KAHU SMAN & BONE
19 UFT. Wil Bone SMAN 5 WATAMPONE EMAN T BONE
20 |UFT. Wil Bone SMAN 1 KAJUARA SMAN B BONE
£1 |UFT. Wil Bope SMAN 3 WATAMPONE SMAN 5 BONE
22 JUPT. WiL Bone SMAN 1 TONAA SMAN 10 BONE
23 |UPT. Wil Bone SMAN 1 LIBURENG SHMAN 11 BONE
24 |UPT. Wil Bone SMAN 1 SIBULUE SMAN 12 BONE
25 |UPT. WL Bone SMAN & WATAMPONE SMAN 13 BOME
26 |UPT. Wil Bone ISMAN 1 TELLUSIATTINGE SMAN 14 BONE
27 |UPT. Wil Bone SMAN 1 ULAWENG SMAN 15 BONE
18 |UPT.WL. Bone SMAN 1 AWARGPDRE SMAN 16 BOME
29 |UPT. Wil. Bone SMAN | LAMURLU EMAN 1T BONE
A0 JUPT, Wil Bone SMAN 1 CINA SMAN 18 BONE
31 |UPT. Wil Hone SMAN 1 PATIMPENC SMAN 19 BONE
32 |UFT. Wil. Bone SMAN 1 AMALI SMAN Z0 BONE
13 |UPT. Wil Bone SMAN 1 SALOMEKKD SMAN 21 BONE
34 |UPT.'WiL Bone {SMAN 2 LIBURENG SMAN 22 BONE
35 |UPT, wil. Bone ISMAN 1 BONTOCANI SMAN 23 BONE
38 UPT. Wik Bone SMAN 1 DA BOCCOE SMAN 24 BONE
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134 [UPT Wl Pare-Pare  [5MLA NEGERI 3 PAREPARE [5hA NECER] 3 PAREPARE |
135 |UPT. Wl Pare-Pare  [SMAMEGER! 4 PAREMARE SMA NEGER| 4 PAREPARE |
335 [UPT, Wik Pare-Pary ' SHLA NEGER] § PAREPARE




